PERUNDANG UNDANGANF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

0]

bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya
suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang Undang Dasar 1945;

bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis
dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber
pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi
masyarakat;

bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan
adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin
kepastian hukum pihak pihak yang melakukan kegiatan
di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat
pemodal dari praktik yang merugikan;

bahwa sejalan dengan hasil hasil yang dicapai' pembangu-
nan nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi
ekonomi, Undang undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang
penetapan "Undang undang Darurat tentang Bursa” (l.em-
baran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang un-
dang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang
perlu membentuk Undang undang tentang Pasar Modal:

Mengingat:

~

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1). dan Pasal 33 Undang
Undang Dasar 1945;

Undang undang Nomor | Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomer 13, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3587):

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang undang ini yang dimaksud dengan:

I:

Afiliasi adalah :

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan
sampai derajat kedua, baiksecara horizontal maupun
vertikal;

ro

S

. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah

b. hubunganantara Pihak dengan pegawai, dircktur, atau
komisaris dari Pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat
satu atau lebih anggotadireksi atau dewan komisaris
yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau diken-
dalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan,
baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang
sama; atau

f. © hubungan antara perusahaan dan pemegang saham
utama.

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang

telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai

hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa

Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Biro ‘Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan

kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan

Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan me-

nyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan

penawaran jual dan beli Efek Pihak Pihak lain dengan tujuan
memperdagangkan Efek di antara mereka.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang,

surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti

utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak
berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta

penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta

yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek
dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain
yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan

Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa

lain, termasuk menerima dividen, bnga dan hak hak lain,

menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang
rekening yang menjadi nasabahnya.

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang me-

nyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian

Transaksi Bursa.

Pihak

yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi

Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
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11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya
mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau menge-
lola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah,
kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang
melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku.

12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan
Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan
Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya.
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

14. Penasihat Investasi adalah Pihak yang meberi nasihat kepada
Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan
memperoleh imbalan jasa.

I5. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang
dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyara-
kat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang undang
ini dan peraturan pelaksanaannya.

16. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang
dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentin-
gannya diwakili oleh Kustodian.

17. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak
dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi
kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk
membeli sisa Efek yang tidak terjual.

I8. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan
kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri
atau Pihak lain.

19. Pernyataan Pendafiaran adalah dokumen yang wajib disam-
paikan kepada Badan Pengawas PasarModal oleh Emiten
dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas:

21. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan

usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang:

Efek, dan atau Manajer Investasi.

. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah
dimiliki sekurang kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang
saham dan memiliki modal disetor sekurang kurangnya
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau “suatu jumlah
pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha ber-
sama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh
Pihak:

. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang men-
syaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang
tunduk pada Undang undang ini untuk menginformasikan
kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Infor-
masi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat
berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek
dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

26. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan

dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain
membeli Efek.
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27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk men-
ghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer In-
vestasi.

28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota
Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam
Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efelc.

29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan
bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi
kolektif,

30. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan
pemegang Efek yang bersifat utang.

Pasal 2
Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar
Modal.

BAB 11
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Pasal 3
(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan schari hari kegi-
atan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal'yang selanjutnya disebut Bapepam.
(2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
Pasal 4
Pembinaan, pengaturan; dan‘pengawasan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan
mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur,
wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan
masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

ar=memberi :

1)7izin usahakepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penye-
lesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat
Investasi, dan Biro Administrasi Efek;

2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi
Efek. Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil
Manajer Investasi; dan

3) persetujuan bagi Bank Kustodian;

b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar
Modal dan Wali Amanat;

c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan
memberhentikan untuk sementara waktu komisaris
dan atau direktur sertamenunjuk manajemen semen-
tara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai
dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang
baru;

d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan
Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau mem-
batalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap
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setiap Pihak dalam ha | terjadi peristiwa yang diduga

merupakan pelanggaran terhadap Undang undang ini

dan atau peraturan pelaksanaannya;

f.  mewajibkan setiap Pihak untuk :

1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi
yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal;
atau

2) mengambil langkah langkah yang diperl kan untuk
mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau pro-
mosi dimaksud;

g.  melakukan pemeriksaan terhadap :

1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah
atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaf-
taran kepada Bapepam: atau

2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin
orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran
profesi berdasarkan Undang undang ini;

h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan
tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bape-
pam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;

i.  mengumumkan hasil pemeriksaan;

j. - membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek

pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa

atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna
melindungi kepentingan pemodal;

k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa. Efck untuk
jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;

I.  memeriksa keberatan yang diajukan eleh Pihak yang
dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Pe-
nyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan
atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;

m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran,
pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam
rangka kegiatan Pasar Modal;

n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah
kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas
ketentuan di bidang Pasar Modal;

o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis
atas Undang undang ini atau peraturan pelaksanaan-
nya;

p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek sclain yang

telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan
Undang undang ini.

BAB III
BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN
PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN
DAN PENYELESATAN

Bagian Kesatu Bursa Efek
Paragraf 1 Perizinan
Pasal 6
(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa
Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha
dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Per-
aturan Pemerintah.

Paragraf 2 Tujuan dan Kepemilikan

Pasal 7

(1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan
perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

(2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana
pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.

(3) Rencanaanggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek
wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
dan dilaporkan kepada Bapepam.

Pasal 8
Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusa-

haan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan
kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Paragraf 3 Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa

Pasal 9

(1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keang-
gotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efelk, kliring
dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal hal lain yang
berkaitan dengan kegiatanBursa Efek.

(2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi
Bursa ditetapkan-oleh Bursa Efek.

(3). Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran
keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa
yang diberikan.

(4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa
Efek.

Pasal 10

Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat
anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat
adanya persaingan yang sehat.

Pasal 11

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubah-
annya, mulai-berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 12

(1) Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang ber-
tugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan
sewaktu waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan
Bursa Efek.

(2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melapor-kan secara lang-
sung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Ba-
pepam tentang masalah masalah material yang ditemuinya
serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek
Anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan.

(3) Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan
pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

Bagian Kedua Lembaga Kliring dan Penjaminan serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
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(1)

3)

(4)

(1)

—_
o

Paragraf | Perizinan

Pasal 13

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lem-
baga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh
izin usaha dari Bapepam.

Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan
Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah. Paragraf 2 Tujuan dan Kepe-
milikan

Pasal 14

Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan
menyediakan jasa kliring dan penjaminan  penyelesaian
Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan
tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian
transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.

Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyim-
panan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain ber-
dasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba-Lembaga
Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyinipanan dan
Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan kétentuan yang
ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Pasal 15

Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan
Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi
Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan
Bapepam.

Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan.wajib
dimiliki oleh Bursa Efek.

Paragraf 3 Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serfa

(D)

(3)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 16

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan per-
aturan mengenai kegiatan kliringdan penjaminan penyele=
saian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya
pemakaian jasa.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan
peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penye-
lesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya
pemakaian jasa.

Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan
fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 17

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan
Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat per-

setujuan Bapepam.

(1)

(2)

(3)

(4)

§5)

(2)

(3)

(1)

BAB IV

REKSA DANA
Bagian Kesatu Bentuk Hukum dan Perizinan

Pasal 18
Reksa Dana dapat berbentuk:
a. Perseroan; atau
b.  kontrak investasi kolektif.

Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
a dapat bersifat terbuka atau tertutup.

Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana seba-gaimana
dimaksud dalam ayat (1) hurufa adalah Perseroan yang
telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan
kontrak.

Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Per-
aturan Pemerintah.

Pasal 19

Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kem-
bali sahamnya kepada Reksa Dana.

Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali,

Reksa Dana terbuka wajib membeli saham saham terse-

but.

Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) hanya dapat dilakukan apabila:

a. 1 Bursa Efek di mana scbagian besar Portofolio Efek
Reksa Dana diperdagangkan ditutup;

b."perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek
Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;

¢~ keadaan daruratzatau
terdapat_hal“hal lain yang ditetapkan dalam kontrak
pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan
Bapepam.

Pasal 20

Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka
berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan
membeli kembali Unit Penyertaan secara terus menerus
sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan
dalam kontrak.

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan

kembali, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit

Penyertaan tersebut.

Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) hanya dapat dilakukan apabila :

a.  Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek
Reksa Dana diperdagangkan ditutup;

b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek
Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;

¢. keadaan darurat: atau
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d. terdapat hal hal lain yang ditetapkan dalam kontrak
pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan
Bapepam.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 21

(1) Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan
maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilaku-
kan oleh Manajer Investasi be dasarkan kontrak.

(2) Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan
dibuat oleh direksi dengan Manajer Investasi.

(3) Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak
investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank
Kustodian.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat
(3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 22
Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan
dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar
wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 23

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai
Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasar-
kan nilai aktiva bersih.

Pasal 24

(1) Reksa Dana dilarang menerima danataumemberikan pinja-
man secara langsung.

(2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan
Reksa Dana lainnya.

(3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh
Bapepam.

Pasal 25

(1) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank
Kustodian.

(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalamayat (1) di-
larang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola
Reksa Dana.

(3) Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva-bersih-dan
mengumumkannya.

Pasal 26

(1) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk
Perseroan dibuat oleh direksi Reksa Dana dengan Bank
Kustodian.

(2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat
antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 27

(1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tang-
gung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata
untuk kepentingan Reksa Dana.

(2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewa-
jibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer

Investasi tersebut wajibbertanggung jawab atas segala
kerugian yang timbul karena tindakannya.
Pasal 28

(1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan diterbitkan
tanpa nilai nominal.

(2) Padasaatpendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling
sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana
telah ditempatkan dan disetor.

(3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berben-
tuk Perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut
dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham.

(4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa
Dana berbentuk Perseroan berasal dari kekayaan Reksa
Dana.

Pasal 29

(1) Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan
untuk membentuk dana cadangan.

(2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya
dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bapepam.

BAB V

PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK,
DAN PENASIHAT INVESTASI

Bagian Kesatu Perizinan Perusahaan Efek

Pasal 30

(1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan
Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha
dari Bapepam.

(2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melak
kan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Peran-
tara Pedagang Efek. dan atau Manajer Investasi serta
kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bapepam.

(3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin
Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer
Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh
temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, po-
lis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah
Indenesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam
tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai
Perusahaan Efek.

(4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31
Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan
yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pega-
wai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.

Bagian Kedua Perizinan Wakil Perusahaan Efek

Pasal 32
(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin
Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek. ataun Wakil
Manajer Investasi hanya orang perseorangan yang telah
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memperoleh izin dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

(1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak
sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai
Wakil Perantara Pedagang Efek.

(2) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak
sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Peda-
gang Efek, atau Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja
pada lebih dari satu Perusahaan Efek.

Bagian Ketiga Perizinan Penasihat Investasi

Pasal 34
(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi
adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bape-
pam.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan PenasihatInvestasi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pedoman Perilaku

Pasal 35
Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dilarang;

a. menggunakan pengaruh atau mengadakan'tekanan yang
bertentangan dengan kepentingan nasabah:;

b. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali di-
beri instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan
menurut peraturan peru dang undangan yang berlaku;

c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemiulka=
kan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemami-
puan usaha atau keadaan keuangannya;

d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau
menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan
Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi dalam Efek terse-
but; atau

e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan
Efek itu sendiri atau untuk rekening Pihak terafiliasi jika
terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum
dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sehagai Pen-
jamin Emisi Efek atau agen penjualan, kecuali ~pesanan
Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya:

Pasal 36
Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib:

a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan
investasi nasabahnya; dan

b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai
pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya.

Pasal 37
Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib:
a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah
dari rekening Perusahaan Efek: dan

b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap
nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman
atas harta nasabahnya;

sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 38

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang
Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada
Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apa-
bila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut
telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual
Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum
melaksanakan instruksi tersebut.

Pasal 39
Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam
kontrak penjaminan emisi Efek sebagaimana dimuat dalam
Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 40
Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek
harus mengungkapkan dalam Prospektus adanya hubungan Afi-
liasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan
Efek dengan Emiten.

Pasal 41

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi
dan juga scbagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafi-
liasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara
Pedagang Efek untuk Reksa Dana, Perusahaan Efek atau Pihak
terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari
Reksa Dana yang lebih tinggidari komisi atau biaya yang dipu-
ngut-oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.

Pasal 42
Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau
Pihak terafiliasinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk
apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat
mempengaruhi’Manajer Investasi yang bersangkutan untuk
membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.

BAB VI

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
BagianKesatu Kustodian
Paragraf 1 Persetujuan

Pasal 43

(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai
Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat
persetujuan Bapepam.

(2)~ Persyaratan dan-tata cara pemberian persetujuan bagi Baik
Umum sebagai Kustodian diatur lebih lanjut dengan Pera-
turan Pemerintah.

Paragraf 2 Efek yang Dititipkan
Pasal 44
(1) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan ber-
tanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang
rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kon-
trak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud.
(2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara
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tersendiri.

(3) Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek
Kustodian bukan merupakan bagian dari harta Kustodian
tersebut.

Pasal 45
Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang
tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang
rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak
atas namanya.

Pasal 46
Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rek-
ening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

Pasal 47

(1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan
keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak
mana pun, kecuali kepada:

a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang
rekening atau ahli waris pemegang rekening;

b. Polisi. Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan
perkara pidana;

¢.  Pengadilan untuk kepentingan peradila perkara perdata
atas permintaan Pihak Pihak yang berpetkara;

d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;

e. Bapepam, Bursa Efek. Lembaga Kliring dan Penjami-
nan. Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian
lain dalam rangka mela sanakan fungsinya masing
masing; atau

f.  Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, ter-
masuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan:

(2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufa
sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan men-
genai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya
dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak
mana pun,kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya
masing masing.

(3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai reke-
ning Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, huruf ¢, dan huruf d diajukan‘oleh KepalaKepoli-
sian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah
Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal
Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan
dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim
atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening,
sebab sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan
dimaksud.

Bagian Kedua Biro Administrasi Efek

Pasal 48
(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro
Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh
izin usaha dari Bapepam.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Atministrasi Efek
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49
(1) Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang

Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan
Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek ber-
dasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro
Administrasi Efek dimaksud.

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara
jelas memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek
dan Emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.

(8]

Bagian Ketiga Wali Amanat

Pasal 50
Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan
oleh:
a.  Bank Umum; dan

b.  Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemer-
intah.

(1

—_
(§9]

Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai
Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdafiar di
Bapepam.

Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

(1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan
Emiten. kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena
kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

(2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat
utang baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(3) ‘Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan
Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam
vang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara
Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek
bersifat utang.

(4)- Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan
Bapepam.

(3

—

Pasal 52

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamana-
tan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 53

Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang
Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam
pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak
perwaliamanatan.

Pasal 54
Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam
emisi Efek bersifat utang yang sama.

BAB VII

PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DAN PENITI-
PAN KOLEKTIF

Bagian Kesatu Penyelesaian Transaksi Bursa

Pasal 55
(1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan
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penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penye-
lesaian Transaksi Bursa.

(3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa seb-
agaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Peny-
impanan dan Penyelesaian.

(4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan
dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh
pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.

(5) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan peneta-
pan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua Penitipan Kolektif

Pasal 56

(1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek
Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesa-
ian untuk kepentingan pemegang rekening pada L.embaga
Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.

(2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian-atau
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama
Bank Kustodian atau Perusahaan Efekd maksud untuk
kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek tersebut.

(3) Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kusto-
dian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kon-
trak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
maka Efek tersebut dicatat dalam, buku daftar pemegang
Efek Emiten atas nama Bank Kutodian untuk kepentingan
pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif
tersebut.

(4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan
dalam buku daftar pemegang Efek Emiten

(5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam
rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2).

Pasal 57
Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan klasifikasi yang

sama yang diterbitkan oleh Emiten tertentu dianggap sepadan
dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.

Pasal 58
(1) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam
Penitipan Kolektif dengan menambah dan mengurangi
Efek pada masing masing rekening Efek.

—_
39

—_
(US5)
—

(4)

(1

(2)

3)

(1)

(2)

Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolektif
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Peny-
elesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar pemegang
Efek Emiten menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kus-
todian.

Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan
Kolektif apabila Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali
Pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti
dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.

Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan
Kolektifapabila Efek tersebut dijaminkan. diletakkan dalam
sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita
untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

Pasal 59
Pemegang rekening sewaktu waktu berhak menarik dana
dan atau Efek dari rekening efeknya pada Lembaga Peny-
impanan dan Penyelesaian.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak
penarikan dana dan atan pemutasian Efek dari rekening
Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika rekening
Efek-dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijaminkan.
Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam
ayat(2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau
berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian
Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan
Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata
atau pidana.

Pasal 60

Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan
Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Efek.

Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib segera menyerahkan
dividen,bunga, sahambonus. atau hak hak lain sehubungan
dengan pemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif kepada
pemegang rekening.

Pasal 61

Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa
Dana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan.

Pasal 62

Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai

(1)

Penitipan Kolektif.

Pasal 63
Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur
lebih lanjut oleh Bapepam.

BAB VIII

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 64
Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :
a.  Akuntan;
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b.  Konsultan Hukum;

... Penilat;

d. Notaris; dan

e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemer-
intah.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal,
Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bape-
pamn.

(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang
Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65
(1) Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepam
menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut
oleh instansi yang berwenang.

(2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang Pasar
Modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal
karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa
yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya
pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangku-
tan.

(3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal
dibatalkan, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau
penilaian atas jasa lain berkaitan dengan Pasar Modal yang
telah diberikan sebelumnya oleh Profesi Penunjang Pasar
Modal dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak
berlakunya jasa tersebut.

(4) Dalam hal Bapepam memutuskan bahwa jasa yang di-
berikan oleh Profesi Penunjang Pasar.Modal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku, Bapepam dapat
mewajibkan perusahaan yang menggunakan jasa Profesi
Penunjang Pasar Modal tersebut untuk menunjuk Profesi
Penunjang Pasar Modal lain untuk melakukan pemeriksaan
dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 66
Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik
dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing
masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang undang
ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 67
Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Pro-
fesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau
penilaian yang independen.

Pasal 68
Alkuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan
keuangan Emiten. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin-
an, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain
yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyam-
paikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam
selambat lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak

ditemukan adanya hal hal sebagai berikut :
a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Un-

dang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya: atau

b. hal hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lem-
baga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

Bagian Ketiga Standar Akuntansi

Pasal 69
(1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam
wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku
umum.
(2) Tanpamengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi
di bidang Pasar Modal.

BAB IX

EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK
Bagian Kesatu Pernyataan Pendaftaran

Pasal 70
(1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten
yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada
Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada
masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah
efektif.
(2) Ketentuan: sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
berlaku bagi Pihak yang melakukan:
a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh tem-
ponya tidak lebih dari satu tahun;
b. penerbitan sertifikat deposito;
penerbitan polis asuransi;
d." ‘penawara Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerin-
tah Indonesia; atau
e, penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 71
Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran
Umum,-kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam
formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan telah
menerima atanmemperoleh kesempatan untuk membaca Pros-
pektus berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau
pada saat pemesanan dilakukan.

Pasal 72
(1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten.

(2) Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari satu,
Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab, baik
sendiri sendiri maupun bersama sama, atas penyelenggaraan
Penawaran Umum.

(3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertang-
gung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan
Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam.

Pasal 73
Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran kepada Bapepam.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian
Pernyataan Pendafiaran
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(n

(4)

(1)

(2)

Pasal 74
Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke 45
(keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaf-
taran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika
dinyatakan efektif oleh Bapepam.
Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan
informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan
perubahan atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaf-
taran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada
tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi
tersebut.
Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai
saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat
yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 75
Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan,
objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan
dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa
Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaar.
Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan
kelemahan suatu Efek.

Pasal 76

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan
dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan
tidak dipenuhi, penawaran atas Efek batal demi hukum dan
pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan
kepada pemesan.

Pasal 77

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian
Pernyataan Pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam.,

(h

(2)

(1)

Bagian Ketiga Prospektus dan Pengumuman

Pasal 78
Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak
benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan
yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar
Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesat-
kan.
Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun
tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengiz-
inkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan
penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan
dari suatu Efek.
Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh
Bapepam.

Pasal 79
Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan
dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keteran-
gan yang tidak benar tentang Fakta Material dan atau tidak
memuat pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan
agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman terse-

(2)

but tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

Hal hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengu-
muman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur Tebih
lanjut oleh Bapepam.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab atas Informasi
yang Tidak Benar atau Menyesatkan

Pasal 80

(1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran

()

[

Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta

Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Mate-

rial sesuai dengan ketentuan Undang undang ini dan atau

peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimalksud

menyesatkan, maka :

a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaf-
taran;

b.  direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan
Pendaftaran menjadi efektif:

. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan

d.Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang
memberikan pendapat atau keterangan dan atas per-
setujuannya dimuat dalam PernyataanPendaftaran;
wajib bertanggung jawab. baik sendiri sendiri mau pun
bersama sama, atas kerugian yang timbul akibat per-
buatan dimaksud.

Pihak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) hurufd hanya

bertanggung jawab.atas pendapat atau keterangan yang

diberikannya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ber-

laku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf ¢ dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang

bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah

mengambil langkah langkah yang cukup untuk memastikan

bahwa: '

pernyataan atati keterangan yang dimuat dalam Pernyataan

Pendaftaran adalah benar; dan

tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak

dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar

Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran seb-

agaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaf-

taran efektif.

Pasal 81

Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek den-
gan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik
tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak
benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi
tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau
sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertang-
gung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan
dimaksud.

Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi terse-
but tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan
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Undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya
mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan
atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat.
Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Ba-
pepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal
berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang undan Hukum
Acara Pidana.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ber-
wenang:

a,  menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan
dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang
Pasar Modal;

b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Pasar Modal;

c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga
melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang
Pasar Modal;

d. memanggil, memeriksa. dan meminta keterangan dan
barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melaku-
kan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di-bidang
Pasar Modal;

e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan,
dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Pasar Modal;

. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang
diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pen-
catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti
dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;

g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan
lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat
dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tu-
gas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
dan

i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidi-
kan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin
kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank
tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai den-
gan peraturan perundang undangan di bidang perbankan.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberi-
tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ke-
tentuan yang diatur dalam Kitab Undang undang Hukum
Acara Pidana.

(6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan seb-
agaimana dimaksud dalam ayat Bapepam dapat meminta
bantuan aparat penegak hukum lain.

7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan
dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkap-
kan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang undang

(1

(3)

(1)

(2)

ini kepada Pihak mana pun. selain dalam rangka upaya
untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh
Undang undang lainnya.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102
Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelangga-
ran Undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya
yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin,
persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat berupa:
a.  peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang
tertentu;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha;
pembatalan persetujuan; dan

TR

. pembatalan pendafiaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif seb-
agaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan

‘dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa
izin, persetujuan, atau pendafiaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 13. Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal
43 Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan
pidana kurungan paling lama | (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap Pihak vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90. Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal

90,

Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 105

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melang-
gar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1)

Pasal 106
Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).
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(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau meru-
gikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan,
memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, me-
nyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang mem-
peroleh izin, persetujuan. atau pendafiaran termasuk Emiten dan
Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

Pasal 108
Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105,
Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik
langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain
untuk melakukan pelanggaran Pasal Pasal dimaksud.

Pasal 109
Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksa=
naan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar tupiah),

Pasal 110
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 103
ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah:pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal /103
ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalahkeja-
hatan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111
Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelang-
garan atas Undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya
dapat menuntut ganti rugi. baik sendiri sendiri.matpun bersama
sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa;
terhadap Pihak atau Pihak Pihak yang bertanggung jawabalas
pelanggaran tersebut.

Pasal 112
Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi
dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing masing dalam
mengawasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan
lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan
yang dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 113
Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Pe-
rusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Undang undang

ini dan belum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada
Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya Undang

undang ini wajib memenuhi ketentuan dalam Undang undang
ini selambat lambatnya 2 (dua) tahun setelah Undang undang
ini diundangkan.

Pasal 114
Dengan berlakunya Undang undang ini, maka:

a.  semua peraturan perundang undangan yang telah
dikeluarkan sebelum berlakunya Undang undang ini
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang undang ini atau belum diatur yang baru
berdasarkan Undang undang ini;

b. semua izin usaha, izin orang persecorangan, persetu-
juan, dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum
berlakunya Undang undang ini dinyatakan tetap ber-
laku;

c. Pernyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha,
persetujuan, dan pendaftaran yang telah diajukan
sebelum berlakunya Undang undang ini diselesaikan
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlaku-
nya Undang undang ini; dan

d. kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek. dan
penyimpanan Efek yang selama ini dilaksanakan
oleh-satu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai
Lembaga-Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian tetap
dapatdilaksanakan untuk jangka waktu sebagaimana
ditetapkan oleft Bapepam.

B XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 115
Dengan berlakunya Undang undang ini, Undang undang Nomor:
I5 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang undang Darurat
tentang Bursa’(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) se-
bagai Undang undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor
67) dinyatakan'tidak berlaku lagi.
Pasal-116-Undang undang ini' mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 1996, ;
Agar setiap orang'mengetahtinya, memerintahkan pengundan-
gan Undang undanginidengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1995
MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1995 NOMOR 64
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BAD AN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- 178/BL/2008 TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN NOMOR V.G.5 TENTANG FUNGSI MANAJER INVESTASI
BERKAITAN DENGAN EFEK BERAGUN ASET

(ASSET BACKED SECURITIES)
KETUA BAD AN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka mendorong pemanfaatan Efek Beragun

Aset (Asset Backed Securities) sebagai alternatif pendanaan

dunia usaha, maka Peraturan Nomor V.G.5, Lampiran Keputu-

san Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/1997 tentang Fungsi

Manajer [nvestasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset

Backed Securities) tanggal 26 Desember 1997 perlu disempur-

nakan;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
2006;

2. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/1997
tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek
Beragun Aset (Asset Backed Securities);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR V.G/5 TEN-
TANG FUNGSI MANAJER INVESTASI BERKAITAN
DENGAN EFEK BERAGUN ASET (4ASSET BACKED
SECURITIES).

Pasal 1

Ketentuan angka 1 hurufd dalam Peraturan Nomor V.G.5 tentang
Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek BeragunAset
(Asset Backed Securities), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-46/PM/1997 diubah sehingga keseluruhan angka 1
huruf d berbunyi sebagai berikut:

“d. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Kreditur

Awal, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepe-

milikan atau penyertaan modal Pemerintah.”

Pasal 2

Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal | Kepu-
tusan ini, maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Nomor V.G.5
tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek
Beragun Aset (dsset Backed Securities), Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/1997 tanggal 26 Desember
1997 adalah sebagaimana vang terlampir dalam Keputusan
ini.

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

PERATURAN NOMOR V.G.5:

FUNGSLMANAJER INVESTASI BERKAITAN DENGAN

EFEK. BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES)

1. Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun

Aset wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. mempunyai Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-
kurangnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah);

b. mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pegawai
yang mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya
6 (enam) bulan dalam kegiatan pengorganisasian, struk-
turisasi, dan pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif;

¢. melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin untuk
mengembangkan likuiditas Efek Beragun Aset dan
membantu pemegang Efek Beragun Aset untuk men-
jual Efek Beragun Asetnya; dan

d. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Kreditur
Awal, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena
kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun

Aset wajib:

a. melakukan tugas dan bertanggung jawab atas pengelo-
laan portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi
Kolektif;

b. bertindak dengan cermat dan sikap profesional dalam
meneliti Kreditur Awal, aset keuangan yang akan
diperoleh, aspek hukum dan perpajakan, dan hal lain
dalam proses strukturisasi Efek Beragun Aset;

c. bertanggung jawab atas keterbukaan dan kebenaran atas

.Ix.J
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fakta material tentang Efek Beragun Aset, sebagaimana
dinyatakan dalam Dokumen Keterbukaan Efek Beragun
Asct dan dalam Pernyataan Pendaftaran apabila Efek
Beragun Aset tersebut ditawarkan melalui Penawaran
Umum;

d. bertindak cepat dan efektif untuk melindungi kepentin-
gan para pemegang Efek Beragun Aset;

e. membeli aset dari Kreditur Awal untuk dicatatkan atas
nama Bank Kustodian yang dalam hal ini bertindak
untuk kepentingan pemegang Efek Beragun Aset; dan

f. melaporkan hasil penjualan Efek Beragun Aset yang
ditawarkan melalui Penawaran Umum setiap 15 (lima
belas) hari kepada Bapepam sampai Penawaran Umum
selesai.

3. Manajer Investasi wajib melaporkan kepada setiap peme-
gang Efek Beragun Aset setiap bulan:

a. jumlah Efek Beragun Aset yang dimiliki oleh pemegang
Efek Beragun Aset tersebut;

b. laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset;

c. laporan atas aset keuangan yang mendukung masing-
masing kelas Efek Beragun Aset:

d. rata-rata tertimbang jatuh tempo aset keuangan dalam
portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset;

e. jumlah tunggakan pembayaran atas aset keuangan dalam
portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset;

f. perkiraan pembayaran kepada tiapkelas Efek Beragun
Aset selama 12 (dua belas) bulan'ke depan;

g. perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas Efek Beragun
Aset yang didasarkan pada tingkat suku bunga pasar,
peringkat terakhir dari tiap kelas Efek Beragun Aset,
dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas Efek
Beragun Aset, disertai dengan uraian metode penilaian
tersebut; dan

h. informasi material berkaitan dengan’komposisi portofo-
lio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atau
pengelolaan aset keuangan sebagai dasar untuk menarik

kesimpulan ada-nya kemungkinan perubahan arus kas,
nilai dan atau peringkat kelas unit tertentu.

4. Disamping berkewajiban untuk menyampaikan kepada pe-
megang Efek laporan sebagaimana d maksud dalam angka 3
hurufb peraturan ini, Manajer Investasi juga berkewajiban
untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang
telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di
Bapepam.

5. Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian
dan melaporkan kepada Bapepam paling lambat 5 (lima)
hari sesudah penggantian sesuai dengan Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset.

6. Manajer Investasi wajib mewakili kepentingan pemegang
Efek Beragun Aset di dalam dan di luar pengadilan sehu-
bungan dengan aset keuangan dalam portofolio Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atau berkaitan dengan
fungsi Bank Kustodian dan Penyedia Jasa.

7. Bapepam berwenang untuk mengganti Manajer Investasi
dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-un-
dang-an yang berlaku.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 4 Mei 2008
Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan

ttd.
A. Fuad Rahmany
INIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum
ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

Pcraturan-Nomor VEA.2 :
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-47/PM/1997
TENTANG
FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN
EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES )
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang:

bahwa dengan berlakunya Undang undang Nomor 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan

Keputusan Ketua Bapepam tentang Fungsi Bank Kustodian

Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset;

Mengingat:

1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lem-
baran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3617):

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M
Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL TENTANG FUNGSI BANK KUSTODIAN
BERKAITAN DENGAN EFEK BERAGUN ASET (ASSET
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BACKED SECURITIES ).

Pasal 1
Ketentuan tentang Fungsi Bank Kustodian Berkaitan Dengan
Efek Beragun Aset diatur dalam Peraturan Nomor VI.A.2
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997

Badan Pengawas Pasar Modal
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

PERATURAN NOMOR VI.A2 :

FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN
EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES)
1. Bank Kustodian wajib:

a. melaksanakan Penitipan Kolektif dan penyimpanan atas
seluruh dokumen berharga berkaitan dengan Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

b. melaksanakan penyimpanan dana yang merupakan aset
keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset;

¢. menyerahkan dan menerima aset keuangan untuk
kepentingan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset;

d. melakukan pembayaran semua transaksi atas perintah
Manajer Investasi yang berkaitan dengan Kontrak
Investasi Kolektif Efek BeragunAset;

e. mendaftarkan atas nama Bank Kustodian aset kenangan
dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Bera-
gun Aset sebagai wakil dari. pemegang Efek Beragun
Aset;

f. melaksanakan pembukuan atas hal hal yang berkaitan
dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset:

g. membuat dan menyimpan daftar pemegang Efek Bera-
gun Aset dan mencatat perpindahan kepemilikan Efek

1o

Beragun Aset atau menunjuk Biro Administrasi Efek
untuk melakukan jasa tersebut berdasarkan persetujuan
dari Manajer Investasi;

h. memisahkan aset keuangan Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset dari aset keuangan Bank Kustodian
dan atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;

i. melaporkan secara tertulis kepada Bapepam apa-
bila Manajer Investasi melakukan kegiatan yang dapat
merugikan pemegang Efek Beragun Aset selambat
lambatnya akhir hari kerja berikutnya; dan

j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan porto-
folio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi
Kolektif.

Bank Kustodian menerima imbalan jasa sebagaimana diten-

tukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset

yang dibayarkan dari aset keuangan portofolio Kontrak

Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

Bank Kustodian wajib memenuhi instruksi Manajer In-

vestasi sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi I olektif

Efek Beragun Aset.

Dalam hal Bank Kustodian menerima instruksi dari

Manajer Investasi yang bertentangan dengan Kontrak

Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atau bertentangan

dengan tanggung jawabnya untuk melindungi aset keuan-

gan portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun

Aset, maka Bank Kustodian wajib :

a. melaporkan:instruksi tersebut secara tertulis kepada
Bapepam; dan

b. melaksanakan instruksi tersebut hanya jika ada persetu-
juan terlebih dahulu dari Bapepam.

Bank Kustodian'dapat diganti oleh Manajer Investasi atau

Bapepam.

Ditetapkan di :  Jakarta
padatanggal : 26 Desember 1997

Badan Pengawas Pasar Modal
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

Peraturan Nomor [X.C.9
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-50/PM/1997

TENTANG

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET
(ASSET BACKED SECRITIES )

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang

bahwa dengan berlakunya Undang undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang

Pasar Modal. dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan
Ketua Bapepam tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Bersagun Aset;

Mengingat :

I. Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

[

(U5

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3608);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penye-
lenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3617);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M
Tahun 1995:
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MEMUTUSKAN
Menetapkan:
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MO-
DAL TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN
ASET (ASSET BACKED SECRITIES)

Pasal 1
Ketentuan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Beragun Aset diatur dalam Peraturan
Nomor [X.C.9 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan
ini.
Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di pada tanggal
Jakarta
26 Desember 1997

Badan Pengawas Pasar Modal

Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA

PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET (ASSET

BACKED SECURITIES )

. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
Efek Beragun Aset diajukan oleh Manajer Investasi kepada
Bapepam dengan cara sebagai berikut:

a. Menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan meng-
gunakan Formulir Nomor IX.C.9 Ilampiran 1 peraturan
1mni.

b. Pernyataan Pendaftaran diajukan dalam rangkap 4
(empat).

FORMULIR NOMOR: IX.C.9-1

¢. Menyertakan dokumen antara lain sebagai berikut:

1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang
dibuat dengan akta notariil oleh Notaris yang terdaf-
tar di Bapepam;

2) perjanjian lain yang berkaitan dengan Efek Beragun |
Aset; [

3) rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan
ditandatangani para Pihak);

4) contoh sertifikat Efek Beragun Aset;

5) pendapat hukum (legal opinion):;

6) laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset yang telah diaudit Akuntan; dan

7) dokumen yang memuat hasil pemeringkatan dari
perusahaan pemeringkat yang telah memperoleh
izin dari Bapepam.

Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimak sud

dalam angka | huruf'a peraturan ini tidak memenuhi syarat

atau memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pem-
beritahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :

a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggu-
nakan Formulir Nomor IX.C.9 2 lampiran 2 peraturan
ini; atau ‘

b. Pernyataan Pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh I
Bapepam, menggunakan Formulir Nomor [X.C.9 3
lampiran 3 peraturan ini.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
Badan Pengawas Pasar Modal

Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493060065493

KEPADA
Nomor Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Lampiran di
Perihal : Pernyataan Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum, Bfek Jakasta,
Beragun Aset.............. (nama).
Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umium Efck Beragun Aset...................... (nama),
sejumlahe.:...si dengan nilai sejumlah Rpi.....ci i
I Manajer Investasi
1SR iy ot 111 7T LW [T COITL TR | B = I T Tt =TT el O S S ey u N e PORNET SO~ =
A | T ) T R e R s e rter L Ph U i bl b o - o o ol
3. Nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar — : .........ccooocoioiiiiviiiienessee e oo se e es e s e s e
4.-Nomordantanpeal persetujuaniMenteri Kehaldman: =~ — == oo o oo oo S
5. Nomor dan tanggal pengumuman dalam Berita Negara Indonesia B e, O
6. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam et et
7. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan ettt ee et e et e e tenen sen
8e=Angpotaidireksiidanidewankomisans=s e
Nama Kewarganegaraan Alamat
d.
b.
C.
d.
c.
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FORMULIR NOMOR: [X.C.9-3 Jakarta,
Nomor S- /PM/19 KEPADA
Lampiran Yih
Perihal Pemberitahuan Efektifnya
Pernyataan Pendaftaran di -
Dalam Rangka Penawaran Umum
EfekiBeraguntAset:. ...kl (nama)
Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor..............0 tanpeali i s serta revisi kelengkapan doku-
men yang telah disampaikan dengan surat Nomor ........c...... stanggaliii.oiiius , dan setelah dilakukan penelaahan lebih

lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran
tersebut menjadi efektif.
Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum

dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi
pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.
Badan Pengawas Pasar Modal

Ketua,

NIP..
Tembusan kepada Yth:

i Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2 Sdr. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
3. Sdr. Sekretaris Bapepam;
4. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan‘Bapepan;
5. Sdr. Direksi PT (Bank Kustodian). ;
Peratturan Nomor 1X.C.10
KEPUTUSAN KETUABADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-51/PM/1997
TENTANG
PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK
BERAGUN ASET-(ASSET BACKED SECRITIES )
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang: MODAL TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI
bahwa dengan berlakunya Undang undang Nomor 8 Tahun PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN
1995 tentang UMUM-EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan SECRITIES)

Ketua Bapepam tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus

Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset; Lasall

Ketentuan tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam

Mengingat:
i 2 Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset diatur dalam
LalndansundangNomor flalunl295 tentang Pasar Modal Pera%uran Nomor [X.C.10 sebauaimamgu dimuat dalam Lam-
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan piran Keputusan ini =
) ) . . . . .
Eenibarn Negara'Nomor 3608); Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap-
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang kan.

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lem-
baran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3617);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M
Tahun 1995;

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
Badan Pengawas PPasar Modal

MEMUTUSKAN: AEts,
Menetapkan: . [ Putu Gede Ary Suta
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR NIP. 060065493
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PERATURAN NOMOR IX.C.10:

PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET
(ASSET BACKED SECURITIES )

Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material
mengenai Efek Beragun Aset, yang dapat mempengaruhi kepu-
tusan pemodal. yang diketahui atau yang layak diketahui oleh
Manajer Investasi, disamping keterangan yang secara khusus
dipersyaratkan dalam peraturan ini. Prospektus harus dibuat
sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta dan
pertimbangan pertimbangan yang paling penting harus dibuat
ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus.
Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh
relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan
sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.
Manajer Investasi harus berhati-hati apabila menggunakan
foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena bahan
bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan
kepada masyarakat. Manajer Investasi juga harus menjaga
agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan
informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi
penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
Prospektus Efek Beragun Aset sekurang kurangnya memuat
informasi sebagai berikut :
I. informasi yang harus dimuat atau diungkapkan pada
bagian [uar kulit Prospektus:

a. nama lengkap, alamat, logo (jika ada). nomor tele-
pon/teleks/faksimili dan kotak pos alamat kantor
Manajer Investasi dan Bank Kustodian:
tanggal efektif’
masa penawaran;
tanggal penjatahan, jika ada;
tanggal pengembalian uang pemesanan, jika ada;
tanggal penyerahan sertifikat EfeleBeragun Aset;
nama Bursa Efek dan tanggal pencatatan yang diren=
canakan, jika ada;

h. penjelasan singkat mengenai jenis aset yang menjadi
portofolio dari Efek Beragun Aset:

i. sifat, jumlah, harga, dan keterangan singkat tentang
hak hak pemegang Efek Beragun Aset:

J. nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan

Penjamin Emisi Efek, jika ada;

k. nama lengkap Manajer Investasi;

I. nama lengkap Bank Kustodian;

m. tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;

n. hasil pemeringkatan Efek Beragun Aset dari perusahaan
pemeringkat yang mendapat izin dari Bapepam;

Bl IR

R tho

0. pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar:
BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN
MENYETUJUIATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK
INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SE-
TIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PER-
BUATAN MELANGGAR HUKUM;

p. pernyataan Manajer Investasi dan Penjamin Pelaksana
Emisi Efek (jika ada) dicetak dalam huruf besar sebagai
berikut :

(SRS )

oc

L).

MANAJER INVESTASI DAN PENJAMIN PELAK-
SANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL,
SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCAN-
TUM DALAM PROSPEKTUS INI; dan

q. Pernyataan singkat yang dicetak dalam huruf besar
yang langsung dapat menarik perhatian pembaca,
mengenai faktor risiko Efek yang ditawarkan.

daftar isi;

keterangan singkat tentang hal hal terpenting mengenai

Efek Beragun Aset disertai referensi dengan menyebutkan

nomor halaman Prospektus di mana terdapat penjelasan

lebih lanjut mengenai hal dimaksud;

informasi mengenai Efek Beragun Aset, antara lain:

a. proyeksi arus kas dan proyeksi keuangan Kontrak In-
vestasi Kolektif Efek Beragun Aset;

b. laporan keuangan awal Kontrak Investasi Kolektif E fek
Beragun Aset yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar
di Bapepam serta pendapat Akuntan tersebut;

c. informasi tentang Kreditur Awal yang berkaitan
de-ngan aset keuangan dalam portofolio Kontrak In-
vestasi Kolektif disertai dengan data historis tentang
pembayaran aset aset keuangan tersebut;

d. perkiraan:hasil portofolio Kontrak Investasi Koleltif,
setiap kelas unit-Efek Beragun Aset, dan setiap unit
Efek Beragun Aset dalam berbagai kondisi perekono-
mian termasul kondisi yang ckstrim;

¢. informasi mengenai rata rata tertimbang jatuh tempo
aset keuangan portofolio dan kemungkinan pem-
bayaran sebelum jatuh tempo atas aset keuangan dalam
portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset:

f. " ketentuan mengenavinvestasi kembali arus kas Kontrak
Investasi Kolektif. jika ada;

g informasi bahwa Efek Beragun Aset sesuai untuk
investasi bagijenis pemodal kelembagaan tertentu:

h. prosedur pelaporan kepada pemegang Efek Beragun
Aset;

i. perlakuan/standar akuntansi yang dipergunakan dan
frekuensy pemeriksaan oleh Akuntan; dan

Jo uraian metode penjatahan Efek Beragun Aset, jika
ada:

pengalaman Manajer Investasi berkaitan dengan Efek

Beragun Aset;

pengalaman Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Be-

ragun Aset;

..asuransi dan jaminan lainnya. jika ada;

perpajakan yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset ter-
masuk perpajakan bagi pemodal baik dari dalam maupun
luar negeri;

hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat yang
telah memperoleh izin dari Bapepam;

. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Ba-

pepam antara lain meliputi keabsahan perjanjian yang
berkaitan dengan Efek Beragun Aset, hak dan kewajiban
pemegang untuk setiap kelas Efek Beragun Aset, kes-
esuaian setiap kelas Efek Beragun Aset untuk pemodal
tertentu, dan perkara yang berkaitan dengan aset keuangan
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dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif:

11. nama. alamat, dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek,
jika ada, Kreditur Awal, Penyedia Jasa, dan Lembaga
Pemeringkat;

12. faktor risiko antara lain :

a. risiko likuiditas dan risiko pasar Efek Beragun Aset;

b. risiko nilai tukar mata uang dan risiko suku bunga;

¢, risiko kredit aset keuangan dalam portofolio Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

d. risiko pembayaran atas aset keuangan dalam portofolio
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebelum
jatuh tempo;

e. risiko operasional dalam pelaksanaan kegiatan Manajer
Investasi. Bank Kustodian, dan Penyedia Jasa; dan

f. risiko yang berkaitan dengan segi hukum;

3. Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement)/Arus

Kas (Cash Flow), jika ada;
14. hak hak pemegang Efek Beragun Aset termasulk antara
lain hak hak untuk memperoleh:
a. laporan keuangan secara periodik;
b. informasi mengenai pajak yang wajib dibayar oleh
pemegang Efek Beragun Aset; dan
c. pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset:
dan
|5. tata cara dan persyaratan pemesanan Efek Beragun Aset.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997

Badan Pengawas Pasar Modal

Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

Peraturan Nomor IX.K.1

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-28 /PM/2003

TENTANG
PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET
(ASSET BACKED SECURITIES)
KETUABADAN PENGAWAS PASAR'MODAL,

Menimbang:

bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum
atas Efek Beragun Aset sebagai salah satu jenis imstrumen
Pasar Modal dan mendorong perkembangan instrumen Efek
Beragun Aset di masyarakat, maka dipandang perlu untuk
menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor: [X.K.1 Lam-
piran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep 19/PM/2002
tanggal 18 Oktober 2002 tentang Pedoman Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset, dengan menetapkan Keputusan
Ketua Bapepam yang baru;

Mengingat:
1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64; Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3608):

2

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penye-
lenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3617);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor7/M
Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL TENTANG PEDOMAN KONTRAK IN-
VESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET
BACKED SECURITIES).

Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Kontrak Investasi Kolektif

Efek Beragun Aset (dsset Backed Securities) diatur dalam
Peraturan Nomor XK.l sebagaimana dimuat dalam Lam-
piran Keputusan ini:

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua
Bapepam Nomor: Kep 19/PM/2002 tanggal 18 Oktober 2002
dinyatakan tidak berlaku lagi, Peraturan Nomor [X.K. 1

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Juli 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

PERATURAN NOMOR IX.K.1:

PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK
BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES)

. Definisi

a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK
EBA) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank
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Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun
Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk
mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kus-
todian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan
Kolektif.

Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang
portofolionya terdiri dari aset keu-angan berupa tagihan
yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu
kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (future
receivables), pemberian kredit termasuk kredit pemi-
likan rumah atau apartemen, Efek bersifat hutang yang
dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit
(Credit Enhancement)/Arus Kas (Cash Flow), serta aset
keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan
dengan aset keuangan tersebut.

Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap adalah Efek Bera- -

gun Aset yang memberikan pemegangnya penghasi-
lan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat
hutang.

Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap adalah Efek
Beragun Aset yang menjanjikan pemegangnya suatu

penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang:

Efek bersifat ekuitas.

Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas adalah:sa rana

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas portofolio

investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada
pemegang Efek Beragun Aset. termasuk:

1) subordinasi dari kelas Efek Beragun Aset tertentu
terhadap kelas Efek Beragun Asetlainnya sehubun-
gan dengan Kontrak Investasi Kolektif yang sama;

2) Letter of Credit (L/C):

3) dana jaminan;

4) penyisihan piutang ragu ragu;

5) asuransi:

6) jaminan atas tingkat bunga;

7) jaminan atas tersedianya likuiditas pada jatuh tem-
Po;

8) jaminan atas pembayaran pajak;

9) opsi; atau

10) “swap™ atas tingkat bunga atau atas nilai tukar mata
uang asing.

Kreditur Awal (Originator) adalah Pihak yang telah
mengalihkan aset keuangannya kepada para pe-
megang Efek Beragun Aset secara kolektif dimana
aset keuangan tersebut diperoleh Pihak yang ber-
sangkutan karena pemberian pinjaman, penjualan,
dan atau pemberian jasa lain yang berkaitan dengan
usahanya.

. Penyedia Jasa (Servicer) adalah Pihak yang bertang-

gung jawab untuk memproses dan mengawasi pem-
bayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan
awal berupa peringatan atau hal hal lain karena debitur
terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melaku-
kan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur

2

B

dan jasa lain yang ditetapkan dalam kontrak,

h. Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset adalah
pernyataan tertulis yang memuat informasi material
dan dibuat oleh Manajer Investasi dalam waktu 12
(dua belas) bulan terakhir serta diberikan kepada
setiap pemodal sebelum yang bersangkutan menjadi
pemegang Efek Beragun Aset.

Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif

Efek Beragun Aset dapat diperoleh dari Kreditur Awal me-

lalui pembelian atau tkar menukar dengan Kontrak Investasi

Kolektif Efek Beragun Aset.

Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset yang diperoleh Manajer Investasi dan
dicatat atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan peme-
gang Efek Beragun Aset wajib didukung dengan pendapat
Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam yang me-
nyatakan bahwa hak pemegang Efek Beragun Aset adalah
sesuai dengan yang dimuat dalam Dokumen Keterbukaan
Efek Beragun Aset.

Pemegang Efek Beragun Aset wajib menandatangani

pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima dan

membaca Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset, se-

belummembeli Efek Beragun Aset.

Kontrak Investasi.Kolektif Efek Beragun Aset dapat:

a. memuat ada atau tidaknya kelas kelas Efek Beragun
Aset dengan hak berbeda, dimana pembedaan tersebut
dapat didasarkan pada hal hal seperti:

1), urutan dan jadual pembayaran kepada pemegang
Efek Beragun Asct;

2)  kelas kelas dari Efek Beragun Aset Arus KasTetap:

3) penetapan pembayaran atas Efek Beragun Aset
tertentu yang berasal dari bunga atau dari arus kas
lainnya;

4)-penetapan pembayaran atas Efek Beragun Aset
tertentu yang berasal dari pinjaman pokok;

S) penetapan pembayaran yang dipercepat untuk kelas
Efek-Beragun Aset tertentu karena adanya kondisi
tertentu;

6) penetapan pembayaran yang berubah sesuai dengan
perubahan tingkat bunga atau ukuran lain di pasar;

7) penetapan tingkat jaminan atau prioritas hak atas
aset keuangan atau arus kas dari Kontrak [nvestasi
Kolektif} dan

8) penetapan tanggung jawab terbatas atas pelunasan
Efek Beragun Aset kelas tertentu.

b. menetapkan persyaratan bahwa Efek Beragun Aset dari
kelas tertentu dapat dialihkan kepada Pihak lain;

c. menetapkan ketentuan tentang pembuburan dan likui-
dasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset,
termasuk pembagian aset keuangan kepada beberapa
atau semua kelas pemegang Efek Beragun Aset, pada
saat atau dalam kondisi tertentu;

d. menetapkan ada atau tidak adanya:
1) asuransi atas aset keuangan yang membentuk porto-
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folio Kontrak Investasi Kolektif Efel: Beragun Aset
atas berbagai macam risiko, seperti risiko kredit;

2) pemeringkatan atas beberapa atau semua kelas Efek
Beragun Aset:

3) jaminan dari Pihak ketiga:

4) Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas;

5) arus kas tertentu yang ditahan dan diinvestasikan
kembali dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset; dan

6) tambahan penerbitan Efek Beragun Aset yang dapat
dimiliki oleh pemodal selain pemegang Efek Bera-
gun Aset yang diterbitkan sebelumnya.

6. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib men-

cantumkan:

a. nama Penyedia Jasa (Servicer) yang memberikan jasan-
ya atas aset keuangan tertentu dalam portofolio Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan menetapkan
tanggung jawabnya;

b. nama Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal Efek Be-
ragun Aset ditawarkan melalui Penawaran Umum;

¢. namaAkuntan yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk
untuk memeriksa laporan keuangan sekurang kurangnya
setiap tahun;

d. nama Konsultan Hukum yang terdaftar di. Bapepam
yang ditunjuk untuk membuat pendapat hukum men-
genai peralihan aset keuangan yang menjadi portofolia
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

e. ketentuan tentang jangka waktu Kontrak Investasi
Kolektif Etek Beragun Aset;

f. ketentuan tentang larangan penjualan kembali Efek
Beragun Aset kepada Manajer Investasi dan atau Bank
Kustodian yang mewakili pemegang Efek Beragun
Aset;

g. ketentuan tentang penggantian-Manajer Investasi;
Bank Kustodian, Akuntan, Penyedia Jasa, Lembaga
Pemeringkat, Konsultan Hukum, Notaris, dan Pihak
lain yang berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset; dan

h. imbalan jasa yang akan diterima oleh Pihak yang di-
tunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf' g
di atas.

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset harus dibuat
dalam akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Bape-

pam.

Dalam hal Efek Beragun Aset tidak ditawarkan melalui
Penawaran Umum, maka Manajer Investasi tidak diwa-
jibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada
Bapepam, namun wajib menyampaikan dokumen kepada
Bapepam paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset yang dibuat secara notariil, sebagai berikut:

a. Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset;
b. Kontrak Investasi Kolektif; dan
c. spesimen sertifikat Efek Beragun Aset.

9.

Setiap Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib
diberi nama dan nama tersebut harus sama dengan nama
Manajer Investasi, didahului dengan kata kata "KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF EFEK. BERAGUN ASET" dan
nomor yang diberikan oleh Manajer Investasi, dengan ke-
tentuan sebagai berikut:

a. dalam hal terjadi pergantian Manajer Investasi, maka
nama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
wajib berubah sesuai nama Manajer Investasi baru;

b. dalam hal terdapat lebih dari satu kelas Efek Beragun
Aset tertentu, maka wajib disebutkan masing masing
kelas dengan huruf kapital dan ditambah uraian yang
menjelaskan masing masing kelas Efek Beragun Aset
tersebut misalnya apakah Efek Beragun Aset tersebut
berbentuk "Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap atau Efek
Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap™; dan

nama Efek Beragun Aset wajib ditambahkan dengan
jenis aset keuangan yang membentuk portofolio Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

o

. Efek Beragun Aset dibuktikan dengan sertifikat yang dapat

diterbitkan dalam bentuk surat kolektif Efek Beragun Aset
dan memuat:

a. nama-Kontrak Investasi Kolektif’ Efek Beragun Aset
sebagaimana dimaksud dalam angka 10 peraturan ini;

b. nama pemegang Efek Beragun Aset;
c. jumlah Efek Beragun Aset;

d. keterangan singkat mengenai hak materiil yang me-
nyangkut kelas Efek Beragun Aset tersebut;

e. keterangan singkat mengenai Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset. seperti jenis aset keuangan yang
membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset;

f. ‘jadual pembayaran Efek Beragun Aset tersebut;
g. nama dan alamat Manajer Investasi;

h. pernyataan Manajer Investasi tentang tersedianya Doku-
men Keterbukaan Efek Beragun Aset terbaru;

i. nama dan alamat Bank Kustodian;

j. nama dan-alamat Biro Administrasi Efek, jika ada;
dan

k.-tanggal, tempat dan nama Notaris yang membuat Kon-
trak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

Jakarta
21 Juli 2003

Ditetapkan di :
pada tanggal

Ketua Badan Pengawas

Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750
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